BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
maksimal kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil
Bupati) dalam pelaksanaan tugas, Ajudan dan
Pendamping Pejabat Negara harus dalam posisi
bersama dengan Pejabat Negara, maka dipandang
perlu  mengatur kebersamaan transportasi dan
lokasi/tempat penginapan Pejabat Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati
Mempawah tentang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Mempawah
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara
dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawabh.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);




10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik [n i
Tahun 2011 Nomor 310); donesia




11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil
Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mempawah, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal
16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Khusus untuk tiket pesawat Ajudan dan Tenaga Pendamping Pejabat
Negara (Bupati/Wakil Bupati) ASN/Non ASN, apabila tidak tersedia dan
atau harga tiket melebihi standar penggolongan biaya perjalanan yang
bersangkutan dapat menggunakan tiket yang tersedia pada pesawat
yang digunakan oleh Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).

(2) Khusus untuk kamar penginapan Ajudan dan Tenaga Pendamping
Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) ASN/Non ASN, apabila tidak
terscdia kamar penginapan dan/atau harga melebihi standar
penggolongan yang bersangkutan dapat menggunakan kamar yang
tersedia terendah pada lokasi atau tempat penginapan Pejabat Negara
(Bupati/Wakil Bupati).



Peraturan Bupati ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan.

Apar sctiap orang mengetahuinya,

Peraturan Bupati
Kabupaten Mempawah.

Dindangkan di Mefipawan

pada tanggal ... .7..'.'..'..9..0'9
SERRETARIS DAFRAH KARUIPATEN MEMPAWA

MAIL
BIRITA “4 HKAM RABUPATEN MEMPAWAN
1N ..2.010., nomor .. 444

memerintahkan pengundangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27-1-2019
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